




A. Latar Belakang 
Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik 
atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Pernyataan ini secara tegas tertuang di Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 
republik”. Menurut Fred Isjawara, Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang 
paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfenderasi. Dalam Negara 
kesatuan terdapat, baik persatuan (union) maupun kesatuan (unity). (Fred Isjawara, 
1974:188).  Abu Daud Busroh mengutarakan:  “ Negara kesatuan adalah Negara 
yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, 
melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada suatu negara, tidak ada 
negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga 
hanya ada suatu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai 
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. 
Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat 
memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.(Abu Daud Busroh, 1990:64-
65).   
Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di 
seluruh wilayah yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur 
seluruh daerah. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, 
negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Kedua, negara kesatuan dengan sistem 
desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu 
dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah 
hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diintrusikan oleh pemerintah 
pusat. Sedangkan, dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-
daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah 





Seperti ditegaskan Moh. Mahfud MD, negara kesatuan adalah negara yang 
kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian 
wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya 
mereka sendiri melalui desentralisasi atau dekonsentralisasi. Sehingga, daerah-
daerah mendapatkan hak yang datang dari, atau diberikan oleh, pemerintah pusat 
berdasarkan undang-undang dan konstitusi (Moh. Mahfud MD, 2006:221).  
Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, meliputi kewenangan 
membuat peraturan daerah dan penyelenggaraan pemeritah yang diemban secara 
demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 
daerah-daerah otonom bukannlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, 
melainkan disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri (M. Laica Marzuki, 
1999:12).  
Oleh karena luas dan banyak urusan pemerintahan itu, sehingga tidak 
mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintahan pusat yang berkedudukan 
disuatu tempat. Dengan demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat 
perlengkapan negara membantu terwujudnya tujuan negara. Dengan demikian 
urusan negara memerlukan adanya berbagai alat perlengkapan negara membantu 
terwujudnya tujuan negara. Dengan demikian timbul persoalan bagaimana cara 
meneyelenggarakan yang mencakup segenap wilayah negara. (Victor 
M.Situmorang, 1994:19). Maka dari itu pula perlunya adanya suatu desentralisasi. 
“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.” Melaksanakan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang 
memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan 
kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri.  
Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah 
pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu 
pemerintah daerah (Ni’matul Huda. 2009: 32). Dimana di dalam desentralisasi 
tersebut adanya wilayah administrasi / administrastif dimana adalah lingkungan 
kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas 





berbentuk provinsi, kotamadya atau kabupaten, kelurahan dan kecamatan. 
Sehingga dalam hal wilayah administrasi tersebut memiliki wewenang dalam 
meyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan di daerahnya sendiri. 
Kepulauan Seribu adalah wilayah administrasi yang berada dibawah Provinsi DKI 
Jakarta dimana Kepulauan Seribu adalah suatu daerah yang dianugerahkan dengan 
hamparan gugusan pulau yang memiliki potensi yang besar untuk wilayahnya 
sendiri. Sehingga terdapat beberapa potensi yang sangat besar di dalam daerahnya, 
oleh karena itu maka Kepulauan Seribu sendiri seharusnya di berikan wewenang 
yang lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya 
akan tetapi Kepulauan Seribu adalah wilayah administrasi dibawah provinsi DKI 
Jakarta sehingga dalam keberjalanan daerahnya hanya menjalani fungsi 
administrasi, sehingga kewenangan daerah yang diberikan kepada Kepulauan 
Seribu diatur di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 141 Tahun 2017 
Tentang Pelimpahan    Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota 
Administrasi/Kabupaten Administrasi, sehingga memiliki batasan wewenangnya 
sendiri. Dalam hal ini sesuai dengan adanya asas desentralisasi ataupun 
dekosentrasi dimana pemerintahan pusat memberikan wewenang terhadap 
pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah itu sendiri, sewajarnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 
wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan pembangunan 
daerahnya sendiri, sehingga sewajarnya tidak ada batasan untuk mengatur 
kewenangan daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan 
daerahnya tersebut dikarenakan potensi besar yang dapat diperoleh daerah 
Kepulauan Seribu, maka dari itu menarik untuk menelaah dan melihat sejauh mana 
wewenang terhadap wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam 
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah diberikan oleh 
provinsi DKI Jakarta terhadap wilayah administrasinya, sehingga dapat melihat 
pula bagaimana berjalannya kewenangan dan hambatan dalam wewenang tersebut. 
Berdasarkan alasan diatas, menarik bagi penulis untuk mengangkat permasalahan 





penulis tertarik untuk menuliskannya dalam penulisan Hukum (skripsi) dengan 
judul 
 “IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN 
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa saja kewenangan Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu yang 
diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan ? 
2. Apa Implikasi Hukum terhadap kewenangan Pemerintahan Administrasi 
Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencari pemecahan 
dari suatu isu hukum secara universal atau disebut tujuan obyektif dan guna 
kepentingan individu atau tujuan subyektif. Selain itu, arah penelitian juga 
ditentukan oleh tujuan penelitian (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010:89).   
 
1. Adapun yang menjadi tujuan obyektif dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui kewenangan apa saja yang diberikan peraturan perundang-
undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
b. Untuk mengetahui apa implikasi hukum terhadap kewenangan yang dihadapi 
pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan. 
2. Selanjutnya tujuan subyektif dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis di bidang 
hukum tata negara pada umumnya dan Tentang pemerintah daerah khususnya 






b. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dibuatnya suatu penelitian pada hakikatnya adalah diharapkannya dapat 
memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri, pembaca, maupun pihak-pihak 
yang terkait dalam tulisan ini. Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah terbagi 
menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
1. Manfaat secara teoritis antara lain                 
Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu 
Hukum Tata Negara terutama berkaitan dengan sistem pemerintah daerah 
khususya terhadap kewenangan wilayah adminstrasi di dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 
2.  Manfaat secara praktis : 
     Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi wilayah Administrasi 
Kepulauan Seribu khususnya tentang kewenangan suatu daerah administrasi. 
 
E.Metode Penelitian 
Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk menentukan 
kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah 
sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu 
sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan 
norma hukum atau prinsip hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, 
bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum 
dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disini dibutuhkan 
kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, 
menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas 
masalah tersebut. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60).  
Dalam penyusunan Penelitian ini agar menjadi tulisan karya ilmiah yang 





upaya pengumpulan data yang diperlukan, menerapkan metode pengumpulan data 
sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak 
perlu menyebut istilah penelitian hukum normatif, karena legal research atau 
penelitian hukum sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:55-56).  
 
2. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum mempunyai karakterisktik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22). Objek dari ilmu 
hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan 
hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41). 
Preskriptif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, sifatnya 
memberi petunjuk atau ketentuan yang bergantung atau menurut ketentuan resmi 
yang berlaku. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari 
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas ataupun hukum, konsep-konsep 
hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu yang terapan ilmu hukum 
menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 
melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:22). 
Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, penelitian hukum yang dilakukan 
oleh praktisi maupun para shcolars tidak dimulai dengan hipotesis (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:59). Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar 
menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah 





hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus 
dibingkai oleh moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69-70). 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam suatu penelitian 
hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan 
informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan 
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative 
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan 
pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan pendekatan kasus. Pendekatan 
ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu 
hukum yang sedang diteliti dan melihat kasus yang telah terjadi. Pendekatan ini 
peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. 
Metode pendeketan Perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi 
atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan dan bagaimana 
kaitannya dengan kasus yang sedang terjadi. 
 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum 
tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus 
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-
sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber 
penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai 
otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.  
Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi Tentang hukum 





meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:181). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.  
2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik Indonesia 
Jakarta. 
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 
Tentang pembentukan kabupaten administrasi kepulauan seribu provinsi 
daerah khusus ibukota Jakarta 
6) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2013 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. 
7) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 287 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 
8) Peraturan Gubernur Dki Jakarta No 141 Tahun 2017 Tentang 




b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini 
meliputi: 





2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel; dan 
4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi 
untuk mendukung penelitian ini. 
 
 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah: 
a. Studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). Teknik  
pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat 
catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta 
tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek 
penelitian. 
b. Cyber media, yaitu pengumpulan bahan melalui internet dengan cara 





6. Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deduksi silogisme. Dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum yang 
dengan cara membuat konklusi atas premis mayor (pernyataan bersifat umum) 
dan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Menurut Philipus M. Harjon 
bahwa dalam silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor 
adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dan 
kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:89-90). 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa teknik analisis deduksi 
silogisme adalah menganalisis hukum dalam kenyataan (in concreto) dalam hal 





yang abstrak (in abstracto) yaitu perundang-undangan untuk diambil suatu 
kesimpulan. Dalam penulisan hukum ini yang dimaksud premis mayor adalah 
aturan hukum yang ada mengenai kewenangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 
sedangkan premis minornya sendiri terletak pada tinjauan Implikasi Hukum 
terhadap Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai peraturan 
mengenai kewenangan tersebut. Penulis akan berusaha menganalisis aturan 
hukum yang ada tersebut, mengaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di 
masyarakat. 
 
F . Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya ilmiah yang 
disesuaikan dengan kaidah bak penulisan suatu karya ilmiah, maka sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-
sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh 
isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini penulis menguraikan beberapa sub bab sebagai berikut: Latar 
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan 
penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang 
penulis gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang Penulis teliti. Adapun kerangka teori dan 
kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam, menjawab 
permasalahan dari penulisan hukum ini meliputi: 
a. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Pemerintahan. 





3. Tinjauan Tentang Asas Pemerintahan.  
4. Tinjauan Tentang Wilayah Administrasi. 
5. Tinjauan Tentang Kewenangan Administrasi Pemerintahan. 
6. Tinjauan Tentang Pembangunan Daerah. 
7. Tinjauan Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Negara 
8. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-Undangan. 
b. Kerangka Pemikiran 
Pada bagian sub bab ini Penulis akan menguraikan kerangka 
pemikiran untuk memberikan pemahaman mengenai alur berpikir 
Penulis. 
BAB III : HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini adalah bab inti dalam penulisan hukum ini. Bab ini akan 
memaparkan hasil penelitian yang kemudian dengan analisis 
menghasilkan pembahasan atau pokok permasalahan seperti yang telah 
dirumuskan sebelumnya. Dalam penulisan hukum ini  yang menjadi 
pokok permasalahan adalah bagaimana kewenangan Pemerintahan 
Administrasi Kepulauan Seribu yang diberikan oleh Peraturan 
Perundang-Undangan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta 
bagaimana IMPLIKASI Hukum terhadap kewenangan tersebut. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan data peneliti terhadap kewenangan 
wilayah administrasi kepulauan seribu dalam penyelenggaran 
pemerintahan dan pembangunan, serta saran terhadap hambatan yang 
diperoleh terhadap wilayah administrasi kepulauan seribu dalam 
kewenangan tersebut.
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